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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI I 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. RUU PENYIARAN Rapat Intern Komisi I DPR RI dengan 
Tim Asistensi RUU Penyiaran Setjen 

DPR RI. 
 

Tanggal 12 Januari 2023. 

Pemaparan Tim Asistensi 
Draft dan Naskah Akademik 

RUU Penyiaran. 
 

 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. KPI Pusat Tanggal 18-19 
Januari 2023. 

Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota 
KPI Pusat Periode 2022-2025. 

 

2. Tanggal 24 Januari 
2023. 

Rapat Intern untuk pengambilan keputusan 
Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-

2025. 

 

3. LPP RRI dan LPP TVRI Tanggal 24 Januari 

2023. 

RDP untuk mengetahui Penguatan Peran 

LPP RRI dan LPP TVRI dalam Edukasi Politik 
Masyarakat dan Upaya Strategis 
Berkelanjutan terkait Siaran Multiplatform. 

 

4. Kedutaan Besar Asutralia di 

Jakarta 

Tanggal 24 Januari 

2023. 

Courtesy Call dengan Sekretaris Departemen 

Pertahanan Australia. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI II 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Koalisi Masyarakat Sipil 
Kawal Pemilu Bersih, 
Koordinator Solidaritas 

PPNASN Bawaslu, dan Liga 
Mahasiswa untuk 

Demokrasi. 

a. Pelaksanaan 
undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan 

negara; 
dan/atau 

c. Kebijakan 

pemerintah. 

Rapat Dengar 
Pendapat Umum 
Komisi II DPR RI 

dengan Koalisi 
Masyarakat Sipil 

Kawal Pemilu Bersih, 
Koordinator 
Solidaritas PPNASN 

Bawaslu, dan Liga 
Mahasiswa untuk 

Demokrasi, dengan 
agenda penyampaian 
aspirasi mengenai 

indikasi kecurangan 
dalam tahapan 
penyelenggaraan 

Pemilu, pada hari 
Rabu, 11 Januari 

2023. 

1. Komisi II DPR RI akan 
menindaklanjuti seluruh informasi, 
temuan dan tuntutan yang 

disampaikan oleh Koalisi Masyarakat 
Sipil Kawal Pemilu, Solidaritas 

PPNPNS Bawaslu, dan Liga Mahasiswa 
Nasional Untuk Demokrasi. 

2. Bahwa keluarnya PP Nomor 49 Tahun 

2018 tentang Manajemen PPPK 
berdampak pada semua instansi, 

tidak hanya PPNPNS Bawaslu, namun 
Komisi II DPR RI akan 
mempertimbangkan tuntutan yang 

disampaikan.   
3. Komisi II DPR RI akan mendukung 

kerja – kerja pengawasan eksternal 

yang dilakukan masyarakat sepanjang 
arahnya mengawal Pemilu Serentak 

2024. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

2. Kementerian Dalam 
Negeri, Komisi Pemilihan 

Umum RI, Badan 
Pengawas Pemilu RI, dan 
Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu RI. 

a. Pelaksanaan 
undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan 

negara; 
dan/atau 

c. Kebijakan 

pemerintah. 

Rapat Kerja/Rapat 
Dengar Pendapat 

Komisi II DPR RI 
dengan Menteri Dalam 
Negeri, Ketua Komisi 

Pemilihan Umum RI, 
Ketua Badan 
Pengawas Pemilu RI, 

dan Ketua Dewan 
Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu 
RI, dengan agenda 
membahas terkait 

tahapan Pemilu 
serentak 2024 dan 

isu-isu aktual lainnya, 
hari Rabu, 11 Januari 
2023.s 

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum bahwa Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) adalah Lembaga 
pelaksana Undang-Undang dalam 

menjalankan teknis penyelenggaraan 
Pemilihan Umum. Atas dasar tersebut 
Komisi II DPR RI mengingatkan KPU 

untuk bekerja secara sungguh-
sungguh melaksanakan Fungsi, 

Tugas, Wewenang dan Kewajibannya 
dalam setiap tahapan Pemilu 2024 
sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang. 
2. Komisi II DPR RI menekankan kembali 

agar KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI 
dapat menjadi penyelenggara Pemilu 
yang berintegritas, independen, 

mandiri dan profesional untuk 
suksesnya Pemilu dan Pemilihan 
Kepala Daerah serentak tahun 2024. 

3. Komisi II DPR RI secara bersama 
dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia 
(KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Republik Indonesia (BAWASLU 

RI), dan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilihan Umum 

Republik Indonesia (DKPP RI) 
bersepakat bahwa pelaksanaan 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

Pemilu 2024 tetap berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum.  
4. KPU RI berkomitmen untuk 

menyelenggarakan Pemilu Tahun 

2024 berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum yang menggunakan 

sistem Pemilu Proporsional Terbuka 
sebagaimana diatur dalam Pasal 168 

Ayat (2) UU Pemilu dan dikuatkan 
oleh Putusan MK RI Nomor 22-
24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 

2008. 
5. Komisi II DPR RI mendesak kepada 

Bawaslu RI untuk segera menetapkan 
Sekretaris Jenderal Bawaslu RI secara 
definitif melalui mekanisme Job Fit 
guna memastikan penyelesaian 
seluruh masalah internal dalam 

rangka penguatan kelembagaan dan 
penataan aparatur serta urusan 
administratif. 

6. Komisi II DPR RI secara bersama 
dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi 
Pemilihan Umum Republik Indonesia 

(KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Republik Indonesia (BAWASLU 

RI) dan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilihan Umum 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

Republik Indonesia (DKPP RI) 
bersepakat  bahwa Penetapan Daerah 

Pemilihan (Dapil) untuk DPR RI dan 
DPRD Provinsi sama dan tidak 
berubah sebagaimana termaktub 

dalam lampiran III dan IV  Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum dan PERPPU Nomor 

1 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, dan menjadi bagian 
isi dari PKPU tentang Daerah 
Pemilihan. Daerah Pemilihan DPRD 

Kabupaten/Kota akan dibahas lebih 
lanjut secara bersama-sama. 

3. Asosiasi Kepala Desa 
Seluruh Indonesia 
(APDESI), Asosiasi Kepala 

Desa Seluruh Indonesia 
(AKSI), KADES Indonesia 

Bersatu (KIB), dan 
Perkumpulan Aparatur 
Pemerintah Desa Seluruh 

Indonesia (PAPDESI). 

a. Pelaksanaan 
undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan 

negara; 
dan/atau 

c. Kebijakan 

pemerintah. 

Rapat Dengar 
Pendapat Umum 
Komisi II DPR RI 

dengan Ketua Umum 
Asosiasi Kepala Desa 

Seluruh Indonesia 
(APDESI), Ketua 
Umum Asosiasi Kepala 

Desa Seluruh 
Indonesia (AKSI), 

Ketua KADES 
Indonesia Bersatu 
(KIB), dan Ketua 

Umum Perkumpulan 
Aparatur Pemerintah 

1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan 
dan menerima seluruh aspirasi 
tentang pentingnya revisi Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (UU Desa). Perlu diketahui 

bahwa Komisi II sejak awal periode 
2019 ini telah memasukan usulan 
revisi UU Desa dalam Program 

Legislasi Nasional (Prolegnas), namun 
hingga saat ini belum terlihat 

komitmen pemerintah dalam 
membahas revisi UU Desa dalam 
Prolegnas Prioritas. 

2. Komisi II meminta kepada ketiga 
asosiasi kepala desa tersebut untuk 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

Desa Seluruh 
Indonesia (PAPDESI), 

dengan agenda 
menyampaikan 
aspirasi terkait revisi 

UU Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, 
pada hari Kamis, 12 

Januari 2023. 

menyampaikan aspirasi yang sama 
kepada pemerintah agar menjadikan 

revisi UU Desa masuk dalam 
Prolegnas Prioritas pada tahun 2023 
ini. 

3. Terkait dengan aspirasi percepatan 
pemilihan kepala desa sekitar 7.000 
desa yang masa jabatannya berakhir 

pada bulan Oktober hingga Desember 
2023, Komisi II DPR RI juga telah 

menyampaikan langsung kepada 
Menteri Dalam Negeri RI sebagai 
pembina kelembagaan pemerintahan 

desa dalam rapat kerja yang lalu dan 
akan ditanyakan kembali ketika 

Komisi II menggelar rapat kerja 
dengan Kementerian Dalam Negeri RI. 

4. Kementerian ATR/BPN RI a. Pelaksanaan 

undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan 
negara; 

dan/atau 
c. Kebijakan 

pemerintah. 

Rapat Kerja Komisi II 

DPR RI dengan 
Menteri ATR/BPN RI, 

dengan agenda 
penjelasan Menteri 
ATR/Kepala BPN 

terkait pembahasan 
Rapat Kerja tanggal 21 

November 2022 (Rapat 
Lanjutan), pada hari 
Kamis, 12 Januari 

2023. 

Mengingat banyaknya permasalahan 

yang disampaikan oleh Anggota Komisi II 
DPR RI, maka Komisi II DPR RI dan 

Menteri ATR/BPN menyepakati rapat 
kerja pada hari ini akan dilanjutkan 
pada rapat kerja berikutnya. 



Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023 

(10 – 24 Januari 2023) 

 

7 

 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

5. KPU RI, Bawaslu RI, 
Kementerian Dalam 

Negeri, KPU Kab. 
Karawang, KPU Kab. 
Brebes, KPU Kota Cilegon, 

Pemerintah Daerah. 

a. Pelaksanaan 
undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan 

negara; 
dan/atau 

c. Kebijakan 

pemerintah. 

Kunjungan Kerja 
Spesifik Komisi II DPR 

RI tanggal 18 – 20 
Januari 2023 ke KPU 
Kabupaten Karawang, 

KPU Kabupaten 
Brebes, dan KPU Kota 
Cilegon. 

Terkait tahapan Pemilu Serentak 2024. 

6. Presidium Paguyuban 

Pamong Desa Indonesia 
dan Paguyuban Pamong 

Desa Indonesia. 

a. Pelaksanaan 

undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan 
negara; 

dan/atau 
c. Kebijakan 

pemerintah. 

Rapat Dengar 

Pendapat Umum 
Komisi II DPR RI 

dengan Presidium 
Paguyuban Pamong 
Desa Indonesia dan 

Paguyuban Pamong 
Desa Indonesia, 
dengan agenda 

penyampaian Aspirasi 
terkait Persoalan 

Mekanisme 
Pemberhentian 
Pamong Desa tanpa 

Rekomendasi Camat 
dan Siltap yang tidak 

memperhatikan masa 
kerja serta jabatan, 
pada hari Selasa, 24 

Januari 2023. 

1. Komisi II DPR RI akan menyampaikan 

kepada Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia untuk 

menertibkan kasus-kasus 
pemberhentian perangkat desa non-
prosedural oleh kepala desa yang 

masih berlangsung di berbagai daerah 
seperti disampaikan Pengurus Pusat 
(PP) Persatuan Perangkat Desa 

Indonesia (PP-PPDI) dan Paguyuban 
Pamong Desa Indonesia. 

2. Komisi II DPR RI juga mendorong 
kepala daerah sebagai pembina dan 
pengawas penyelenggaraan 

pemerintahan desa di Indonesia untuk 
memberikan sanksi kepada kepala 

desa yang terbukti telah 
memberhentikan perangkat desa 
secara sepihak tanpa rekomendasi 

tertulis dari Camat, serta 
mengaktifkan kembali perangkat desa 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

yang telah telah diputus pengadilan 
tata usaha negara yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap (Inkracht) 
sehingga penyelenggaraan pelayanan 
publik di pemerintahan desa tidak 

terganggu. 
3. Komisi II DPR RI memahami aspirasi 

Pengurus Pusat (PP) Persatuan 
Perangkat Desa Indonesia (PP-PPDI) 
dan Paguyuban Pamong Desa 

Indonesia yang menolak usulan 
perubahan masa jabatan kepala desa 
sama dengan perangkat desa yakni 9 

(sembilan) tahun yang tengah 
berkembang sekarang ini, kedua 

asosiasi lembaga perangkat desa ini 
meminta jaminan masa kerja 
perangkat desa sampai dengan usia 

60 tahun sebagaimana diatur dalam 
Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa. 
4. Terkait dengan aspirasi peningkatan 

penghasilan, tunjangan dan 

kesejahteran perangkat desa, Komisi II 
DPR RI akan menyampaikan kepada 
Menteri Dalam Negeri dalam rapat 

kerja yang akan datang. 

7. KPU, Bawaslu, DKPP, dan 

Kementerian Dalam 
Negeri RI 

a. Pelaksanaan 

undang-
undang; 

Rapat Dengar 

Pendapat Komisi II 
DPR RI dengan Ketua 

Komisi II DPR RI bersama dengan 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 
Komisi Pemilihan Umum Republik 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

b. Pelaksanaan 
keuangan 

negara; 
dan/atau 

c. Kebijakan 

pemerintah. 

KPU, Ketua Bawaslu, 
Ketua DKPP, dan 

Dirjen Politik dan 
Pemerintahan 
Kementerian Dalam 

Negeri RI, dengan 
agenda Membahas 
Rancangan Peraturan 

Bawaslu tentang: 
Pengawasan 

Pemutakhiran dan 
Penyusunan Daftar 
Pemilih dalam Pemilu, 

Perubahan atas 
Peraturan Bawaslu 

Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengawasan 
Pencalonan 

Perseorangan Peserta 
Pemilu Anggota DPD, 
dan Sentra 

Penegakkan Hukum 
Terpadu Pemilu, hari 

Selasa, 24 Januari 
2023. 

Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas 
Pemilihan Umum Republik Indonesia 

(BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilihan Umum 
Republik Indonesia (DKPP RI) 

menyetujui Rancangan Peraturan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum 
(Perbawaslu), sebagai berikut:  

1. Rancangan Peraturan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia tentang Sentra Penegakkan 
Hukum Terpadu Pemilihan Umum. 

2. Rancangan Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Republik 
Indonesia tentang Pengawasan 

Pemutakhiran Data dan Penyusunan 
Daftar Pemilih  dalam Pemilihan 
Umum. 

3. Rancangan Peraturan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Republik 
Indonesia tentang Perubahan atas 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengawasan Pencalonan Perseorangan 
Peserta Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Daerah. 

Dengan memperhatikan saran dan 
masukan dari Anggota Komisi II DPR RI, 

Kementerian Dalam Negeri, KPU RI dan 
DKPP RI. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI III 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Penyusunan  
RUU tentang PENYADAPAN 

Tanggal 11 
Januari 2023. 

Berdasarkan Keputusan 
Rapat Intern Komisi III 

DPR RI, bahwa Komisi 
III akan melaksanakan 
rapat dengan Kepala 

Badan Keahlian DPR RI 
pada akhir bulan 

Januari 2023. 

RUU Usul Inisiatif Komisi III DPR 
RI. 

2.  Penyusunan  
RANCANGAN PERATURAN 

DPR RI tentang 
PEMBENTUKAN TIM 

PENGAWAS 
PEMBERANTASAN 
TERORISME (TPPT) 

Tanggal 11 
Januari 2023. 

Berdasarkan Keputusan 
Rapat Intern Komisi III 

DPR RI, bahwa Komisi 
III akan melaksanakan 

rapat dengan Kepala 
Badan Keahlian DPR RI 
pada akhir bulan 

Januari 2023. 

Amanat Pasal 43J UU Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme. 

3.  Pembahasan 

RUU tentang HUKUM ACARA 
PERDATA 
(selanjutnya disebut dengan  

RUU TENTANG HAPER) 

Tanggal 11 

Januari 2023. 

Berdasarkan Keputusan 

Rapat Intern Komisi III 
DPR RI, bahwa Komisi 
III akan melaksanakan 

rapat Panja dengan 
Pemerintah pada 

Minggu Kedua Bulan 
Februari 2023. 

--- 
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NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

4.  Pembahasan  

RUU tentang Perubahan 
Kedua atas UU Nomor 35 

Tahun 2009 tentang 
Narkotika 
(selanjutnya disebut dengan  

RUU tentang Narkotika) 

Tanggal 11 

Januari 2023. 

Berdasarkan Keputusan 

Rapat Intern Komisi III 
DPR RI, bahwa Komisi 

III akan melaksanakan 
Rapat Panja dengan 
Pemerintah guna 

pembahasan DIM pada 
awal Bulan Februari 
2023. 

--- 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN  

-  

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN  

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT 

1.  Komisioner Lembaga 
Perlindungan Saksi dan 

Korban (LPSK) 

Membahas: 
1. Evaluasi kinerja dan 

capaian LPSK Tahun 
2022. 

2. Rencana Kerja di 
Tahun 2023, 
program prioritas, 

dan strategi dalam 
pencapaiannya 

beserta DIPA tahun 
2023. 

 

Dilaksanakan  tanggal 
16 Januari 2023. 

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Komisioner LPSK 
dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp Ir. 

Pangeran Khairul Saleh, M.M..  
 

Kesimpulan Rapat: 
1. Komisi III DPR RI menerima capaian kinerja LPSK pada 

tahun 2022 dan mendukung Rencana Kerja dan 

Program Prioritas LPSK di tahun 2023 serta melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya.   

2. Komisi III DPR RI meminta LPSK untuk 
memprioritaskan Program Penguatan Mekanisme 
Nasional terkait perlindungan, pemulihan, dan ganti 

kerugian korban tindak pidana kekerasan seksual dan 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT 

Program Optimalisasi Pemulihan Korban Pelanggaran 
HAM yang berat masa lalu. 

3. Komisi III DPR RI mendukung tambahan anggaran 
untuk pembangunan Gedung Pusat Perlindungan, 
Pemulihan dan Pelatihan LPSK (P4-LPSK) dalam rangka 

meningkatkan kualitas layanan LPSK kepada Saksi dan 
Korban. 

2.  1. Gerakan Rakyat Anti 
Madat (GERAM) 
Provinsi DKI Jakarta 

2. Perkumpulan 
Komunitas Peduli 

Konsumen Meikarta 

Membahas: 
1. Masukan UU No. 35 

Tahun 2009 tentang 

Narkotika, Dan 
Peran BNN Pusat 

Hingga BNN 
Kota/Kabupaten. 

2. Permohonan 

penyelsaian kasus 
pembelian unit 
apartemen Meikarta. 

 
Dilaksanakan tanggal 

17 Januari 2023. 
ii.  

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III dengan GERAM 
Provinsi DKI Jakarta dan Perkumpulan Komunitas Peduli 
Konsumen Meikarta (PKPKM), dipimpin oleh Wakil Ketua 

Komisi III DPR RI, Bp Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. 
 

Beberapa masukan Anggota Komisi III DPR RI: 
Untuk PKPKM : 
1. Mendorong penyelesaian persoalan masyarakat dengan 

PT. MSU (Meikarta) yang mengorbankan hak-hak 
masyarakat yang seharusnya sudah menerima unit yang 
dipesan. 

2. Usulan untuk mengundang pihak Meikarta adakah 
unsur pidana didalamnya jika ada Komisi III akan 

meminta Mabes Polri untuk menindak kasus tersebut.  
3. Untuk mepertanyakan terkait  apa benar Meikarta 

memiliki ijin 500 Ha,  hal ini perlu diselidiki dilapangan 

serta apakah ada perjanjian dengan konsumen antara 
design awal unit akan tetapi pada saat perubahan tidak 

ada penyampaian konfirmasi dari pihak pengembang. 
4. Terkait putusan Pengadilan Niaga Jakarta pusat, Komisi 

III meminta data dan dokumen lengkapnya sehingga 

bisa dipelajari dan dalami mengenai kasus ini. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT 

5. Komisi III akan serius memanggil pihak-pihak terkait 
untuk didalami persoalan tersebut, antara lain PT. MSU 

(Meikarta), Bank Nobu, dll. 
 
Untuk GERAM Prov. DKI Jakarta: 

1. Terkait revisi UU Narkotika. apakah ada permainan dari 
oknum APH yang memilah-milah mana yang pengguna 
dan mana yang pengedar/bandar? Apakah Geram juga 

mendalami terkait keberadaan BNN? Mayoritas kantor 
BNN itu tidak representatif, anggaran sangat kecil. Apa 

usulan Geram terkait BNN?apakah BNN perlu diperkuat 
aturan kewenangan nya atau BNN harus diarahkan 
kemana? 

2. Bandar dan oknum aparat terkait pemberantasan 
Narkotika, selalu mempunyai celah agar langkah mereka 

berjalan sistematis dalam penyebarluasan narkotika, 
dan   masukan dari Geram dapat ditindaklanjuti. 

3. kegelisahan Geram merupakan kegelisahan bersama. 

Indonesia merupakan negara darurat narkoba. 
4. Komisi III saat ini sedang membahas RUU Narkotika. 

perlu pembatasan yang jelas terkait rehabilitasi dan 

proses hukum terkait penanganan narkotika. selain itu, 
diskusi terkait ganja soal medis perlu menjadi perhatian. 

 
GERAM Prov. DKI Jakarta memberikan beberapa masukan 
terkait dengan kinerja BNN RI dan jajaran di daerah, dan 

Komisi III akan memberikan masukan/usulan GERAM 
Prov. DKI Jakarta kepada Kepala BNN RI pada saat Raker 

tanggal 18 Januari 2023. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT 

3.  Kepala Badan Nasional 
Narkotika (BNN) Republik 

Indonesia 

Membahas: 
1. Evaluasi kinerja dan 

capaian BNN RI 
Tahun 2022. 

2. Rencana Kerja di 

Tahun 2023, 
program prioritas, 
dan strategi dalam 

pencapaiannya 
beserta DIPA tahun 

2023. 
 
Dilaksanakan  tanggal 

18 Januari 2023 (pukul 
10.00 WIB). 

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala BNN RI 
dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp Ir. 

Pangeran Khairul Saleh, M.M..  
 
Pada saat Raker  Komisi III memberikan Laporan 

kunjungan kerja Reses MP I dan Reses MP II TS 2022-2023 
dan Masukan/Usulan dari GERAM Provinsi DKI Jakarta 
kepada Kepala BNN RI. 

 
Kesimpulan Rapat: 

1. Komisi III DPR RI menerima capaian kinerja BNN RI 
pada tahun 2022 dan mendukung Rencana Kerja dan 
Program Prioritas BNN RI di tahun 2023 serta 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan 
pencapaiannya. 

2. Komisi III DPR RI meminta BNN RI untuk 
memprioritaskan Program Pencegahan dan 
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika serta meningkatkan Pencegahan 
terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Program 
Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika. 

3. Komisi III DPR RI meminta BNN RI untuk meningkatkan 
koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam 

upaya Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran 
Narkotika, serta meningkatkan upaya penyitaan aset 
TPPU. 

4. Komisioner Komisi 
Nasional Hak Asasi 

Manusia (Komnas HAM) 
Republik Indonesia 

Membahas: 
1. Evaluasi kinerja dan 

capaian Komnas 
HAM RI Tahun 2022. 

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Komisioner Komnas 
HAM RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp Ir. 

Pangeran Khairul Saleh, M.M. 
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2. Rencana Kerja di 
Tahun 2023, 

program prioritas, 
dan strategi dalam 
pencapaiannya 

beserta DIPA tahun 
2023. 

 

Dilaksanakan  tanggal 
18 Januari 2023 (pukul 

14.00 WIB). 

Pada kesempatan ini Raker dihadiri pula oleh Komnas 
Perempuan. 

 
Kesimpulan Rapat: 
1. Komisi III DPR RI menerima capaian kinerja Komnas 

HAM dan Komnas Perempuan pada tahun 2022 dan 
mendukung Rencana Kerja dan Program Prioritas 
Komnas HAM serta Komnas Perempuan di tahun 2023 

serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan 
pencapaiannya.  

2. Komisi III DPR RI meminta Komnas HAM untuk 
mengawal dan terlibat aktif dalam menindaklanjuti 
rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran 

HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) sesuai dengan 
tupoksi Komnas HAM. 

5. 1. Kapolda Sulawesi 
Tengah 

2. Manajemen PT. 

Gunbuster Nickel 
Industri  (PT. GNI) 

3. Serikat Pekerja PT. 
Gunbuster Nickel 
Industri  (PT. GNI) 

Kunjungan Kerja 
Spesifik pada tanggal 
19 s.d. 21 Januari 

2023. 

1. Komisi III melaksanakan Kunspek ke Sulawesi Tengah, 
dalam rangka proses penegakkan hukum yang telah 
dilakukan Polda Sulteng terhadap pelaku bentrok di PT 

GNI Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. 
2. Bentrokan tersebut menyebabkan dua pekerja lokal dan 

satu tenaga kerja asing (TKA) meninggal dunia. Selain 
korban meninggal, ada tiga orang pekerja yang 
mengalami luka-luka.  

3. Bentrokan dipicu karena pihak keamanan perusahaan 
menahan sekitar 500 pekerja yang mencoba memasuki 

pos 4 pabrik smelter milik PT GNI untuk melakukan aksi 
mogok kerja. 

4. Kunspek dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, 

Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI IV 

 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  RUU TENTANG 
KONSERVASI 
SUMBER DAYA 

ALAM HAYATI DAN 
EKOSISTEMNYA 
 

 
 

Rapat Kerja dengan: 
a. Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 

b. Menteri Kelautan dan Perikanan; 
c. Menteri Pertanian; 
d. Menteri Dalam Negeri; 

e. Menteri Hukum dan HAM; serta 
f. Pimpinan Dewan Perwakilan 

Daerah RI (DPD RI). 

19 Januari 2023. 
 

Membahas: 
1. Daftar Inventarisasi Masalah 

(DIM) RUU tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (KSDAHE); dan  

2. Penetapan Anggota Panitia 

Kerja   Komisi IV DPR RI 
mengenai RUU tentang 

KSDAHE.  
 

Pembahasan 
Tk. I RUU. 
 

 
 
 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO  KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Komisi IV DPR RI  
 

 

Rapat Internal tanggal 11 
Januari 2023. 

Membahas: 
1. Rencana Kegiatan Komisi IV 

DPR RI Masa Persidangan III 
Tahun Sidang 2022-2023; dan 

2. Lain-lain. 
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NO  KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

2.  Menteri Pertanian  

Menghadirkan Dirut Perum 
BULOG, Dirut PT RNI/Holding 

Pangan ID FOOD, dan Dirut 
PT Pupuk Indonesia (Persero). 

Rapat Kerja tanggal 16 

Januari 2023. 
 

Membahas: 

1. Evaluasi Pelaksanaan 
Anggaran Tahun 2022; 

2. Rencana Program dan 
Kegiatan Tahun 2023; dan 

3. Isu-isu Aktual Lainnya. 

 

 

3.  Menteri Kelautan dan 

Perikanan 

Menghadirkan PT Perikanan 
Indonesia dan PT Garam 

(Persero). 

 

Rapat Kerja tanggal 17 

Januari 2023. 

Membahas: 

1. Evaluasi Pelaksanaan 
Anggaran Tahun 2022; 

2. Rencana Program dan 

Kegiatan Tahun 2023; dan 
3. Isu-isu Aktual Lainnya. 

 
 
 

 

4.  Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan 

Menghadirkan Kepala Badan 
Restorasi Gambut dan 
Mangrove, Dirut Perum 

Perhutani dan Dirut PT 
Inhutani I dan Dirut PT 

Inhutani V. 

Rapat Kerja tanggal 18 
Januari 2023. 

 

Membahas: 
1. Evaluasi Pelaksanaan 

Anggaran Tahun 2022; 
2. Rencana Program dan 

Kegiatan Tahun 2023; dan 

3. Isu-isu Aktual Lainnya. 

 

 

5.  Sekretaris Jenderal dan 
Eselon I Kementerian 

Pertanian 

Rapat Dengar Pendapat 
tanggal 24 Januari 2023. 

 

Tindak Lanjut Raker tgl 16 
Januari 2023, membahas: 

1. Evaluasi Pelaksanaan 
Anggaran Tahun 2022; 
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2. Rencana Program dan 

Kegiatan Tahun 2023; dan 
3. Isu-isu Aktual Lainnya. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI V 

 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. RDPU dengan Wakil Ketua 

DPRD Kabupaten Cilacap.  

Infrastruktur  

 
RDPU dilaksanakan 

pada, Senin, 16 
Januari 2023 pukul 
13.00 secara fisik. 

Konsultasi Program Pembangunan 

Infrastruktur Pedesaan.  

 

2. KEMENTERIAN PUPR 
 

 

RAKER 
dilaksanakan pada 

Selasa, 17 Januari  
2023 pukul 13.00 

secara fisik dan 
virtual. 

- Evaluasi pelaksanaan APBN 
Tahun Anggaran 2022; 

- Membahas Program Kerja Tahun 
2023; 

-  Lain-lain. 

Raker dihadiri oleh 
Menteri PUPR 

beserta jajaran. 

3. MENTERI PERHUBUNGAN 
 

RAKER 
dilaksanakan pada 
Rabu, 18 Januari 

2023 pukul 10.00 
secara fisik dan 

virtual. 

- Evaluasi pelaksanaan APBN 
Tahun Anggaran 2022; 

- Membahas Program Kerja Tahun 
2023; 

- Lain-lain. 

Raker dihadiri oleh 
Menteri 
Perhubungan 

beserta jajaran. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

4 KEMENTERIAN 
PERHUBUNGAN  

• Ditjen Perhubungan 
Darat 

• Ditjen Perhubungan Laut   

• Ditjen Perkeretaapian 

• PT. AP I, PT. Pelindo 
 
KEMENTERIAN PUPR 

• Ditjen Bina Marga 

• Ditjen SDA 

• Ditjen Cipta Karya 

• Ditjen Perumahan  
 
KEMENTERIAN DESA, 

PDT DAN TRANSMIGRASI 

KUNJUNGAN 
KERJA SPESIFIK 

dilaksanakan 
tanggal 19  sd 21 

Januari  2023. 
 
 

 
 

Kunjungan Kerja ke 3 lokasi : 
1. Kabupaten Demak, Prov.  Jawa 

tengah. 
2. Provinsi Jambi.  

3. Kota Pariaman, Prov. Sumatera 
Barat. 

 

5 KEMENTERIAN PUPR 

 
  

RAPAT DENGAN  

PENDAPAT 
dilaksanakan pada 

Selasa, 24 Januari 
2023 pukul 10.00. 

- Evaluasi pelaksanaan APBN 

Tahun Anggaran 2022; 

- Membahas Program Kerja Tahun 
2023; 

- Lain-lain. 

 

RDP dihadiri oleh  

1. Dirjen Bina 
Marga; 

2. Dirjen Cipta 
Karya; 

3. Dirjen 

Pembiayaan 
Infrastruktur;  

4. Kepala BPIW.  

 
Dan menghadirkan 

secara Virtual para 
Kepala Balai 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

Prasarana 
Permukiman 

Wilayah dan Kepala 
Balai Pelaksanaan 

Jalan Seluruh 
Indonesia. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VI 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. --- Rapat Pimpinan dan 

Rapat Intern 

Membahas dan Menetapkan Program Kerja 

Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023. 

 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO 
JUDUL RUU / 

KEMENTERIAN 
OBJEK 

PENGAWASAN 
KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.   Rapat Intern 
Panja Komoditas.  

Penyusunan Laporan Panja 

Komoditas. 

 

2.   Rapat Intern 
Panja Distribusi 

Pupuk. 

Penyusunan Laporan Panja Distribusi 

Pupuk. 

  
 

3.   Rapat Intern 

Panja Pangan dan 
Barang 

Kebutuhan 

Pokok. 

Penyusunan Laporan Panja Pangan dan 

Barang Kebutuhan Pokok. 

 

4.   Rapat Intern 

Panja Distribusi 
Elpiji. 

Penyusunan Laporan Panja Distribusi 

Elpiji. 
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NO 
JUDUL RUU / 

KEMENTERIAN 
OBJEK 

PENGAWASAN 
KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

5. Perdagangan RI   a. Pelaksanaan 
undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan 

negara; 
c. Kebijakan 

pemerintah. 

 Pembahasan terkait dengan program 

kerja kementerian perdagangan RI 

tahun 2023. 

 

6. Badan 
Perlindungan 

Konsumen 
Nasional/BPKN  

a. Pelaksanaan 
undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan 
negara; 
Kebijakan 

pemerintah. 

 Menerima aspirasi dari konsumen 

pengembang pembangunan Meikarta 

(PT Mahkota Sentosa Utama). 

 

7. Himpunan 

Pengusaha Mikro 
dan Kecil 
Indonesia 

Kabupaten 
Bekasi 

(HIMPMIKINDO)  

a. Pelaksanaan 

undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 

keuangan 
negara; 

Kebijakan 
pemerintah. 

 Menerima audiensi dari Pengrajin 

Tempe Skala Menengah dan Kecil. 

 

8. Perwakilan 

Anggota 
Koperasi Simpan 

Pinjam-Sejahtera 
Bersama Cabang 
Kota Tegal 

a. Pelaksanaan 

undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan 
negara; 

 Menerima audiensi Anggota Koperasi 

Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. 
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NO 
JUDUL RUU / 

KEMENTERIAN 
OBJEK 

PENGAWASAN 
KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

c. Kebijakan 
pemerintah. 

9. Gerakan 
Nasional 

Pemberantasan 
Korupsi (GNPK) 
Kepulauan Riau 

a. Pelaksanaan 
undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan 

negara; 
c. Kebijakan 

pemerintah. 

 Menerima audiensi dari Perwakilan 

Badan Pengusahaan BP Batam. 

 

10. Aliansi 
Masyarakat 

Massenrempulu 
(AMPU) 

a. Pelaksanaan 
undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan 
negara; 

c. Kebijakan 

pemerintah. 

 Menerima audiensi aliansi masyarakat 

Massenrempulu terkait penggusuran 

lahan pertanian dan ternak. 

 

11. PT Rajawali 

Nusantara 
Indonesia, 
Persero/FOOD.ID 

a. Pelaksanaan 

undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 

keuangan 
negara; 

c. Kebijakan 

pemerintah. 

 1. Evaluasi kinerja korporasi tahun 

2022. 

2. Roadmap pengembangan holding 

BUMN Pangan (FOOD.ID). 

Inistiatif strategis perusahaan tahun 

2023. 

 

12. PT Berdikari a. Pelaksanaan 

undang-
undang; 

 1. Evaluasi kinerja korporasi tahun 

2022. 
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NO 
JUDUL RUU / 

KEMENTERIAN 
OBJEK 

PENGAWASAN 
KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

b. Pelaksanaan 
keuangan 

negara; 
c. Kebijakan 

pemerintah. 

2. Roadmap pengembangan holding 

BUMN Pangan (FOOD.ID). 

Inistiatif strategis perusahaan tahun 

2023. 

13. PT Garam a. Pelaksanaan 
undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan 

negara; 
c. Kebijakan 

pemerintah. 

 1. Evaluasi kinerja korporasi tahun 

2022. 

2. Roadmap pengembangan holding 

BUMN Pangan (FOOD.ID). 

Inistiatif strategis perusahaan tahun 

2023. 

 

14. PT Perikanan 

Indonesia 
(Perindo) 

a. Pelaksanaan 

undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 

keuangan 
negara; 

c. Kebijakan 

pemerintah. 

 1. Evaluasi kinerja korporasi tahun 

2022. 

2. Roadmap pengembangan holding 

BUMN Pangan (FOOD.ID). 

Inistiatif strategis perusahaan tahun 

2023. 

 

15. PT Perusahaan 

Perdagangan 
Indonesia/PPI 

a. Pelaksanaan 

undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 

keuangan 
negara; 

c. Kebijakan 
pemerintah. 

 1. Evaluasi kinerja korporasi tahun 

2022. 

2. Roadmap pengembangan holding 

BUMN Pangan (FOOD.ID). 

Inistiatif strategis perusahaan tahun 

2023. 
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NO 
JUDUL RUU / 

KEMENTERIAN 
OBJEK 

PENGAWASAN 
KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

16. PT Sang Hyang 
Seri 

a. Pelaksanaan 
undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan 

negara; 
c. Kebijakan 

pemerintah. 

 1. Evaluasi kinerja korporasi tahun 

2022. 

2. Roadmap pengembangan holding 

BUMN Pangan (FOOD.ID). 

Inistiatif strategis perusahaan tahun 

2023. 

 

17. PT Bio Farma 
(Persero) 

a. Pelaksanaan 

undang-

undang; 

b. Pelaksanaan 

keuangan 

negara; 

c. Kebijakan 

pemerintah. 

 1. Evaluasi kinerja korporasi tahun 

2022. 

2. Roadmap pengembangan holding 

BUMN Farmasi. 

Inistiatif strategis perusahaan tahun 

2023. 

 

18. PT Kimia Farma, 
Tbk 

a. Pelaksanaan 

undang-

undang; 

b. Pelaksanaan 

keuangan 

negara; 

c. Kebijakan 

pemerintah. 

 1. Evaluasi kinerja korporasi tahun 

2022. 

2. Roadmap pengembangan holding 

BUMN Farmasi. 

Inistiatif strategis perusahaan tahun 

2023. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VII 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI  

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. RUU tentang 

ENERGI 
BARU DAN 

ENERGI 
TERBARUKAN 
(RUU EBET) 

Rapat Kerja dengan: 

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,  

2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  
3. Menteri Keuangan,  

4. Menteri Badan Usaha Milik Negara,  
5. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi,  

6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
 
Dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2023, 

pukul 13.00 WIB. 
 

 
 

1. Mekanisme kerja 

pembahasan RUU 

tentang Energi Baru 

dan Energi Terbarukan 

(RUU EBET). 

2. Pembahasan DIM Per 

DIM RUU EBET. 

3. Pengesahan 

Pembentukan Panja, 

Tim Perumus, Tim 

Kecil dan Tim 

Sinkronisasi. 

 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO  KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Founder Komunitas 

Teknologi Energi Bersih 

a. Pelaksanaan undang-undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 
negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Terkait Energi Bersih dalam 

RUU EBET.  

Dilaksanakan 

pada tanggal 16 
Januari 2023  
Pukul 14.00.         
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2. Principal Deputy 

Assistant Secretary USA 
Ms. Ann Ganzer beserta 

Tim 

a. Pelaksanaan undang-undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 
negara; 

c. Kebijakan pemerintah 

Diskusi terkait 

pengembangan energi 

nuklir. 

Dilaksanakan 

pada tanggal 17 
Januari 2023 

Pukul 11.00.         

3. 1. Dirjen Industri   Agro 

Kemenperin RI; 

2. Ketua Umum Asosiasi 
Gula Rafinasi 

Indonesia (AGRI) 
dengan menghadirkan 
seluruh anggotanya 

(11 perusahaan gula 
rafinasi). 

a. Pelaksanaan undang-undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 
negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

 

1. Neraca komoditas 

Tahun 2023. 

2. Strategi mengatasi 

hambatan pasokan gula 

rafinasi untuk 

kebutuhan industri 

makanan dan minuman. 

3. Lain-lain. 

Dilaksanakan 

pada tanggal 17 
Januari 2023 
Pukul 14.00.                  

4. Kepala BRIN a. Pelaksanaan undang-undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 
c. Kebijakan pemerintah. 

 

1. Evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

kegiatan TA 2022. 
2. Rencana kerja program-

program yang berkaitan 

langsung dengan 
masyarakat TA 2023. 

3. Pengembangan teknologi 

kesiapsiagaan potensi 
bencana di Indonesia. 

4. Lain-lain. 

Dilaksanakan 
pada tanggal 18 

Januari 2023, 
Pukul 14.00.         

5.  Kunjungan Kerja   a. Pelaksanaan undang-undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 
c. Kebijakan pemerintah. 

 

Kunjungan Kerja Spesifik 
pada Masa Sidang III Tahun 

Sidang 2022-2023 Komisi 
VII DPR RI ke: 

a. Provinsi Kepulauan 

Dilaksanakan 
pada tanggal      

19 - 21 Januari 
2023.  



Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023 

(10 – 24 Januari 2023) 

 

29 

 

NO  KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

Riau, Kunjungan ke PT 

Bintan Alumina 

Indonesia di Kabupaten 

Bintan.  

b. Provinsi Lampung, 

Kunjungan ke                           

PT Hokkan Deltapack 

Industri di Kecamatan 

Siak Hulu Kabupaten 

Kampar. 

c. Provinsi Jawa Barat, 

Peninjauan ke 

Pipanisasi gas Industri   

PT PGN, Tbk., di  Batam.  
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VIII 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. RUU tentang 
KETAHANAN IBU 

DAN ANAK 

Rapat Dengar Pendapat 
dengan Sekretaris 

Menteri PPPA, Sekjen 
Kemensos, Sekjen 
Kemenaker, Sekjen 

Kemenkes, Kepala 
BKKBN dan Ketua KPAI. 

• Definisi anak harus berdasarkan usia. Jadi 

status perkawinan hendaknya tidak 

dijadikan pertimbangan dalam menentukan 

definisi anak. Definisi anak tetap usia 0-18 

tahun. 

• Definisi ibu hendaknya juga 

mengakomodasi ibu yang tidak 

melangsungkan fungsi reproduksi. Apabila 

ibu didefinisikan sudah menikah, maka 

perlu dipersiapkan (pra-konsepsi) sebelum 

menjadi ibu, yaitu sebelum melakukan 

pernikahan, harus diatur dalam RUU 

tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. 

• Terkait dengan jangka waktu dan skema 

cuti hamil dan melahirkan bagi pekerja 

perempuan, maka perlu melibatkan dunia 

usaha, sehingga dihasilkan skema yang 

adil.  

• Pengaturan dalam RUU tentang 

Kesejahteraan Ibu dan Anak harus 

memperhatikan pemenuhan hak ayah 

- 
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secara memadai, mengingat dalam keluarga 

terdiri ibu, ayah, dan anak.  

• Perlu juga dipertimbangkan untuk 

memasukkan norma yang mengatur 

mengenai pemberian makanan tambahan 

kepada ibu hamil. Harapannya, agar anak 

yang dilahirkan sehat dan mencegah 

stunting. 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 

 
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana 

(BNPB) 

Kesiapsiagaan bencana 
di tengah banyaknya 

bencana yang terjadi di 
akhir tahun 2022 dan 

di awal tahun 2023. 

Komisi VIII DPR RI meminta Kepala Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana untuk 

memaparkan lebih komprehensif 
mengenai penguatan kesiapsiagaan dan 

penanggulangan kebencanaan pada rapat 
yang akan datang melalui forum diskusi 
yang akan diadakan antara BNPB dengan 

Komisi VIII DPR RI. 

 

2. Kementerian Agama RI Pembentukan Panja 

BPIH tahun 
1444H/2023M. 

• Kementerian Agama dan Komisi VIII 

DPR RI sepakat untuk membentuk 

Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah 

Haji (BPIH) Tahun 1444H/2023M yang 

diketuai oleh Prof Hilman Latif (Dirjen 
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PHU Kemenag) dan H. Marwan 

Dasopang (Wakil Ketua Komisi VIII 

DPR RI). 

• Menteri Agama RI telah menyampaikan 

kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 

dan usulan besaran Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 

tahun 1444 H/2023 M sebagai bahan 

awal untuk pembahasan lebih lanjut 

dalam rapat-rapat Panja BPIH.  
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI IX 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 
 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 
 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Menteri Ketenagakerjaan 
RI  

Rapat kerja Penjelasan 
tentang Peraturan 
Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Bidang 
Ketenagakerjaan. 
 

Rabu, 11 Januari 2023. 
 

1. Komisi IX DPR RI mendesak 
Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk 
memberikan perlindungan kepada 

pekerja/buruh atas pemenuhan upah 
minimum, alih daya (outsourcing), 

pesangon, dan hak-hak normatif lainnya 
atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan. 

2. Komisi IX DPR RI mendesak 
Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk 

lebih memberikan perlindungan 
terhadap kepentingan dan 
kesejahteraan pekerja/buruh ditengah 

dampak ancaman resesi global serta 
meningkatkan upaya penyerapan tenaga 
kerja seluas-luasnya untuk mencegah 

terjadinya PHK massal yang 
menimbulkan pengangguran. 
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3. Komisi IX DPR RI mendesak 

Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk 
melakukan dialog dengan 

pekerja/buruh dan memastikan bahwa 
aspirasi mereka diakomodir dalam 
aturan turunan dari semua regulasi 

terkait ketenagakerjaan. 
4. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian 

Ketenagakerjaan RI untuk memberikan 

jawaban tertulis atas pertanyaan 
anggota Komisi IX paling lambat tanggal 

18 Januari 2023. 

2. Kunjungan Kerja Spesifik 

Komisi IX DPR RI 

Efektivitas Peran BLK 

Komunitas terhadap 
Peningkatan 
Produktivitas Pekerja ke 

Provinsi: 
1. Sumatera Utara; 
2. Jawa Tengah; 

3. Jawa Timur. 
 

Senin s.d. Rabu 16 – 18 
Januari 2023. 
 

Rekomendasi Kunspek Sumatera Utara:  

1. Dalam rangka pengembangan SDM, 
Komisi IX DPR RI meminta BLK 
Komunitas untuk meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas serta 
mempersiapkan siswa untuk 
menciptakan lapangan kerja sendiri. 

2. Dalam mempersiapkan Calon Pekerja 
Migran Indonesia, Komisi IX DPR RI 

meminta BBPVP Medan memberikan 
pelatihan terhadap Calon PMI terutama 
guna memenuhi kebutuhan terutama 

bidang kesehatan dan asisten rumah 
tangga di luar negeri. 

3. Dalam rangka Pemulihan Ekonomi 
Nasional, Komisi IX DPR RI meminta 
agar BLK Komunitas lebih 

memperhatikan dalam menciptakan 
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lapangan kerja, dan menciptkan tenaga 

kerja yang handal guna memenuhi 
kebutuhan pasar.  

4. Dalam menghadapi tuntutan pasar kerja 
saat ini, pembangunan SDM berkualitas 
menjadi suatu keharusan yang menjadi 

program prioritas nasional 2020-2024. 
Oleh sebab itu, Komisi IX DPR RI 
meminta Kementerian Ketenagakerjaan 

RI untuk mengoptimalkan peran BBPVP 
Medan dan melakukan Sinkronisasi 

bersama BLK Komunitas dalam rangka 
berkontribusi terhadap penciptaan 
lapangan kerja di Sumatera Utara.  

 
Rekomendasi Kunspek Surakarta - Jawa 

Tengah: 
1. Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah 

Kota Surakarta untuk menghadirkan 

BLK Komunitas di Kota Surakarta, 
mengingat Kota Surakarta merupakan 
kota kecil yang menjadi perlintasan satu 

juta orang dan membuka peluang kerja 
bagi pekerja lokal maupun masyarakat. 

2. Sebagai ujung tombak peningkatan 
kualitas SDM, BLKK tentunya 
memerlukan dukungan baik 

infrastruktur, peralatan dan tenaga 
instruktur. Terutama bagi lulusan BLKK 

yang menjadi wirausaha, tentunya 
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memerlukan dukungan modal dari 

pemerintah daerah. Untuk itu, Komisi IX 
DPR RI meminta Pemerintah Kota 

Surakarta memberikan dukungan 
anggaran kepada lulusan BLKK yang 
menjadi wirausaha guna menekan 

angka pengangguran. 
3. Dari total BLKK binaan BPVP Surakarta, 

masih banyak BLKK yang 

membutuhkan perhatian agar pelatihan 
yang diselenggarakan lebih optimal. 

Oleh sebab itu, Komisi IX DPR RI 
meminta Pemerintah Kota Surakarta 
untuk lebih pro aktif mencari dan 

bekerja sama dengan dinas atau instansi 
terkait program pelatihan yang akan 

diselenggarakan ke depan. 
 
Rekomendasi Kunspek Surabaya – Jawa 

Timur: 
1. Komisi IX DPR RI meminta Kepada 

Kemnaker Republik Indonesia, agar 

prosedur pengajuan pendirian BLK 
Komunitas lebih dipermudah, 

disesuaikan dengan kondisi daerah.  
2. Selain penambahan kuantitas/ jumlah 

BLK Komunitas, Komisi IX DPR RI 

meminta agar di tingkatkan kualitas 
lulusan BLK Komunitas, sehingga 
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siswa/ calon pekerja bisa segera di 

serap oleh industri/ perusahaan. 
3. Komisi IX DPR RI meminta kepada 

Kemnaker Republik Indonesia untuk 
membuat laporan tentang BLK 
Komunitas yang berhasil dan yang tidak 

berhasil, serta faktor penyebabnya apa, 
agar program BLK Komunitas tersebut 
bisa tepat sasaran. 

4. Komisi IX DPR RI meminta kepada 
Disnaker Propinsi Jawa Timur dan 

Disnaker kota Surabaya, agar 
mensinergikan program BLK Komunitas, 
dengan program-program Balai Latihan 

Kerja dibawah binaan Pemerintah 
Propinsi Jawa Timur sehingga ada 

match dan link dengan industri. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI X 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. RUU 

KEPARIWISATAAN 

18 Januari 2023 

RDPU  Panja RUU Kepariwisataan 
Komisi X DPR RI dengan Pakar 

1. Prof. Dr. Diena Mutiara 
Lemy, A.Par., M.M., CHE 
(Pakar Pariwisata 

Berkelanjutan UPH).  
2. Sari Lenggogeni, BeCon., 

M.Man., Pg.Dipl., Ph.D. 
(Akademisi Tourism 
Development Centre (TDC) 

Universitas Andalas). 
3. Dr. Dian Puji Simatupang, M.H. 

(Pakar Hukum Perundang- 

undangan dan Administrasi 
Negara UI). 

Agenda: 

Masukan terhadap NA dan 
RUU Kepariwisataan terkait: 

1. Sinkronisasi pengaturan 
pariwisata dengan undang-
undang lain. 

2. Pengaturan destinasi 
pariwisata yang beririsan 

dengan konservasi 
lingkungan dan 
berkelanjutan. 

3. Dampak Perppu Cipta Kerja 
terhadap penyusunan RUU 
Kepariwisataan.  

Masukan dan 

pandangan yang 
disampaikan para 

Pakar menjadi bagian 
tidak terpisahkan dari 
RDPU ini, dan 

substansinya menjadi 
bahan Panja RUU 

Kepariwisataan Komisi 
X DPR RI untuk 
menyempurnakan 

rumusan substansi 
RUU Pergantian atas 
UU No.10 Tahun 2009 

tentang 
Kepariwisataan.  

2. 24 Januari 2023 
RDPU Panja RUU Kepariwisatan 

Komisi X DPR RI dengan Pakar 
dan Ketua Umum GIPI 
1. Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc 

(Pakar). 

Membahas Tata Kelola 
Kepariwisataan mengenai 

Industri, Usaha Pariwisata 
dan Destinasi Pariwisata (DSP 
dan Destinasi Lainnya), untuk 

mendapatkan masukan dalam 
penyempurnaan NA dan RUU. 

Masukan dan 
pandangan yang 

disampaikan para 
Pakar menjadi bagian 
tidak terpisahkan dari 

RDPU ini, dan 
substansinya menjadi 
bahan Panja RUU 
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2. Prof. Dr. Azril Azahari (Ketua 
Ikatan Cendekiawan 
Pariwisata). 

3. Dr.  Ir. Haryadi BS Sukamdani 
(Ketua Umum GIPI). 

4. Dian Agung Wicaksono, SH, 
LLM (Tenaga Ahli Pusat 
Pariwisata UGM). 

Kepariwisataan Komisi 
X DPR RI untuk 
menyempurnakan 

rumusan substansi 
RUU Pergantian atas 

UU No.10 Tahun 2009 
tentang 
Kepariwisataan. 

 
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 
 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. RDP Komisi X DPR RI 
dengan Kepala Perpusnas 

RI 

Bidang Perpustakaan 
dengan fokus 

membahas: 

1. Evaluasi Program 
Kerja Tahun 

Anggaran 2022. 
2. Persiapan 

Program Kerja 
Tahun Anggaran 
2023. 

 
Tanggal 11 Januari 

2023. 
 

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja 
Perpusnas RI atas capaian program 

yang sesuai target dan realisasi 
anggaran TA 2022 sebesar 98,41%. 

2. Mengenai persiapan pelaksanaan 

program kerja tahun 2023, Komisi X 
DPR RI Mendorong Perpusnas RI 

menyusun strategi pelaksanaan 
program kerja pada TA 2023 terutama 
pada program dan kegiatan yang belum 

mencapai target pada TA 2022, antara 
lain program kemanfaatan 
perpustakaan oleh masyarakat dan 

indeks persepsi anti korupsi. 
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2. RDPU Panja 
PerguruanTinggi Komisi X 

DPR RI dengan KADIN 
dan HIPMI 

Bidang Pendidikan, 
membahas; 
1. Kondisi dan 

tantangan daya 
serap lulusan 

Perguruan Tinggi 
pada Dunia Usaha 
Dunia Industri 

(DUDI); 
2. Penguatan mutu 

dan daya saing 
Perguruan Tinggi; 

3. Masukan dan 

rekomendasi 
penguatan 
Perguruan Tinggi. 

 
Tanggal 17 Januari 
2023. 

 

Panja Pendidikan Tinggi menyampaikan 
pandangan: 

a. Mendukung KADIN dan HIPMI untuk 
terus melakukan kolaborasi dengan 
Perguruan Tinggi dalam menghasilkan 

sumberdaya manusia yang memiliki 
kemampuan dan ketrampilan dalam 
menghadapi Dunia Usaha dan Dunia 

Industri (DUDI); 
b. Mendorong KADIN dan HIPMI untuk 

melakukan kerja sama dengan Perguruan 
Tinggi, terutama dalam penyesuaian 
kurikulum dengan kemampuan lulusan 

perguruan tinggi; 
c. Perlunya kejelasan terkait manpower 

planning, diantaranya meliputi: bidang 
yang dibutuhkan oleh DUDI, kompetensi 

yang harus dimiliki, dan ketercukupan 
tenaga kerja yang tersedia, sehingga 
Perguruan Tinggi dapat menyesuaikan 

kurikulumnya (terjadi link and match); 
d. Menghimbau KADIN dan HIPMI agar 

secara aktif memberikan masukan 
kepada Pemerintah untuk 
menyempurnakan Kebijakan Perguruan 

Tinggi dan program turunannya dan 
memberikan kontribusi pemikiran secara 
kritis terhadap pembangunan Pendidikan 

di Indonesia. 
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3. RDPU Komisi X DPR RI 
dengan DPRD Kota 

Malang 

Bidang Olahraga 
Menyampaikan 
permasalahan tragedi 
kanjuruhan, antara 
lain: 
- penangan kasus 
Kanjuruhan tidak 
sesuai harapan, 
diantaranya 
penerapan pasal 
yang tidak tepat, 
tidak ada 
penambahan 
tersangka, dan 
terkesan sangat 
lambat dan tidak 
transparan. 

- Meminta Komisi X 
untuk mendorong 
Pemerintah dan K/L 
terkait, untuk 
berperan aktif 
memulihkan kondisi 
dan kesejahteraan 
korban dan 
keluarga korban 
seperti sediakala, 
karena masih 
terdapat korban 
luka, fisik, psikis 

Komisi X DPR RI menyampaikan 
pandangan: 

a. Komisi X DPR RI mendesak kepada 
Pemerintah maupun K/L terkait, untuk 
membuat skema bantuan dan 

pemenuhan hak suporter sesuai UU No. 
11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. 

b. Komisi X DPR-RI akan mengevaluasi 

pelaksanaan rekomendasi TGIPF dan 
mendesak Pemerintah maupun K/L 

terkait, untuk menyelesaikan proses 
hukum dan dampak sosial atas tragedi 
Kanjuruhan.  

c. Komisi X DPR-RI meminta DPRD Kota 
Malang dan Korban Tragedi Kanjuruhan 

untuk memberikan kelengkapan data 
dan informasi yang dapat mendukung 
penyelesaian kasus Kanjuruhan. 
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maupun mental dan 
menanggung nafkah 
keluarga, akibat 
Tragedi 
Kanjuruhan. 

 
Tanggal 18 januari 
2023. 

4. Raker dengan 
Mendikbudristek RI 

Bidang Pendidikan  
Dengan fokus 
membahas: 

1. Evaluasi program 

kerja Tahun 

Anggaran 2022. 

2. Persiapan 

pelaksanaan 

program kerja 

Tahun Anggaran 

2023. 

 
Tanggal 24 Januari 
2023. 

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi realisasi 
anggaran Kemendikbudristek RI pada 

APBN TA 2022 berdasarkan Surat 
Perintah Membayar (SPM) sebesar 
95,73%. 

2. Komisi X DPR RI menekankan 
Kemendikbudristek RI bahwa dalam 

penyediaan platform digital seharusnya 
sudah didasari suatu kajian, data 
penelitian dan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 
3. Mengenai persiapan pelaksanaan 

Program kerja Tahun 2023 Komisi X DPR 

RI mendorong Kemendikbudristek untuk 
berkomitmen mengarahkan implementasi 

program prioritas nasional dan 
pembiayaannya untuk menuntaskan 
wajib belajar 12 tahun sebagaimana 

amanat Pasal 31 UUD Negara RI Tahun 
1945 dan UU No.20 Tahun 2003 tentang 
Sisdiknas. 
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4. Komisi X DPR RI menekankan 
Kemendikbudristek RI menuntaskan 

pengangkatan guru yang lulus PPPK dan 
menyelesaikan permasalahan rekrutmen 
Guru PPPK pada tahun 2023, serta 

memberikan laporan perkembangannya 
secara berkala kepada Komisi X DPR RI. 
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1. --- Rapat Pleno Badan 

Legislasi DPR RI, tanggal 

10 Januari 2023, pukul 

13.00 WIB. 

Dalam rangka pengesahan jadwal acara 

rapat-rapat Baleg Masa Sidang III 

Tahun Sidang 2022-2023. 

 

2. RUU TENTANG 

PENGAWASAN OBAT 

DAN MAKANAN (POM) 

Rapat Panja Badan 

Legislasi, 

tanggal 10 Desember 

2023, pukul 15.00 WIB. 

Dalam rangka harmonisasi RUU.  

3. RUU TENTANG 

KESEHATAN (OMNIBUS 

LAW) 

Rapat Pleno Badan 

Legislasi DPR RI, tanggal 

11 Januari 2023, pukul 

13.00 WIB. 

Dalam rangka membahas penyusunan 

RUU. 

 

4. Rapat Panja Badan 

Legislasi DPR RI, tanggal 

12 Januari 2023, pukul 

10.00 WIB. 

Dalam rangka penyusunan RUU.  

5. UU TENTANG 

PENGELOLAAN SAMPAH 

Rapat Panja Badan 

Legislasi DPR RI, tanggal 

12 Januari 2023, pukul 

13.00 WIB. 

Dalam rangka membahas hasil 

pemantauan dan peninjauan terhadap 

Undang-Undang tentang Pengelolaan 

Sampah. 
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6. RUU TENTANG 

KESEHATAN (OMNIBUS 

LAW) 

Rapat Panja Badan 

Legislasi DPR RI, tanggal 

16 Januari 2023, pukul 

10.00 WIB. 

Dalam rangka melanjutkan 

Penyusunan RUU. 

 

7. Rapat Panja Badan 

Legislasi DPR RI, tanggal 

17 Januari 2023, pukul 

10.00 WIB. 

 

8. Rapat Panja Badan 

Legislasi DPR RI, tanggal 

18 Januari 2023, pukul 

10.00 WIB. 

 

9. Rapat Panja Badan 

Legislasi DPR RI, tanggal 

24 Januari 2023, pukul 

10.00 WIB. 

 

10. RUU TENTANG 

PENGAWASAN OBAT 

DAN MAKANAN (POM) 

Rapat Panja Badan 

Legislasi DPR RI, tanggal 

24 Januari 2023, pukul 

15.00 WIB. 

Dalam rangka melanjutkan 

Harmonisasi RUU. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP) 
 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. KSB - BKSAP Rapat Internal GKSB 
Azerbaijan tanggal 11 

Januari 2023. 

GKSB DPR RI – Parlemen Azerbaijan mengadakan 

rapat internal dalam rangka persiapan kunjungan 

Delegasi GKSB DPR RI – Parlemen Azerbaijan 

(11/01/2023). 

 

Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Azerbaijan, 

Muhammad Iqbal,SE, M.com ( F-PPP ) memimpin rapat 

internal untuk membahas persiapan teknis kunjungan 

Delegasi GKSB ke Baku, Azerbaijan pada tanggal 29 

Januari – 4 Februari 2023. Delegasi berencana untuk 

mengadakan pertemuan dengan Ketua / Wakil Ketua 

Parlemen Azerbaijan, Kelompok Persahabatan 

Parlemen Azerbaijan - Indonesia, State Oil Company 

Azerbaijan (SOCAR), Azerbaijan University of 

Languages (ADU) dan jajaran KBRI Baku.  

 

Turut hadir dalam rapat tersebut Anggota GKSB DPR 

RI – Parlemen Azerbaijan, Dra. Hj. Elva 

Hartati,SIP,M.M (F-PDIP), Linda Megawati, SE, M.Si (F- 

PD), H.Abidin Fikri,SH.,MH (F-PDIP) juga dihadiri 

secara daring oleh Bobby Adhityo Rizaldi, SE., Ak., 

M.B.A. C.F.E (F-PG), Djenri Alting Keintjem, S.H., M.H 

(F-PDIP) dan Yulian Gunhar, SH ,MH. (F-PDIP). 
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2. KSB - BKSAP Pertemuan Ketua BKSAP 
DPR RI dengan 

Executive Director of 
Burma Human Rights 

Network tanggal 12 
Januari 2023. 

Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon menerima 

Executive Director of Burma Human Rights Network 

(BHRN), Mr. Kyaw Win pada hari Kamis (12/01/2023).  

 

Dalam kesempatan tersebut keduanya bertukar 

pandangan dan informasi terkait situasi di Myanmar 

secara umum dan Muslim Rohingya secara khusus. 

Ketua BKSAP menyampaikan bahwa saat ini 

merupakan momen tepat bagi DPR untuk lebih jauh 

terlibat aktif dalam menuntaskan isu Muslim 

Rohingya. Hal tersebut lantaran kepemimpinan 

Indonesia di AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary 

Assembly) dan ASEAN pada tahun 2023. AIPA sendiri, 

imbuh Fadli, sudah tidak melibatkan lagi Parlemen 

Myanmar dan AIPA terus mendorong implementasi 

Five-Point Consensus. Isu Myanmar juga menjadi 

perhatian Asian Parliamentary Assembly (APA) 

sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Antalya Turki 

yang diadopsi pada 11 Januari 2023.  

 

Di sisi lain, disampaikan bahwa BKSAP DPR saat ini 

tengah menyiapkan sebuah buku yang membahas 

diplomasi DPR terhadap masalah Rohingya. Politisi 

Gerindra itu juga menyambut baik keinginan BHRN 

sebagai tamu dalam Sidang Umum AIPA yang akan 

diselenggarakan di Bali tahun 2023. 

 

 



Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023 

(10 – 24 Januari 2023) 

 

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN 48 

 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

Mr. Kyaw Win menegaskan bahwa Indonesia 

merupakan mitra penting dalam menyelesaikan 

masalah Muslim Rohingya. Ia juga menyampaikan 

berbagai tantangan Muslim di Rohingya dan 

bagaimana Muslim di Rohingya memiliki sejarah kuat 

di Myanmar. Hal penting lain yang disampaikan BHRN 

adalah urgensi dukungan pelibatan lebih konkrit 

muslim minoritas Myanmar di The National Unity 

Government of the Republic of the Union of Myanmar 

(NUG), yaitu pemerintahan Myanmar non-Junta yang 

beroperasi di luar Myanmar. 

3. KSB – BKSAP Rapat Internal GKSB 

Perancis tanggal 13 
Januari 2023. 

Grup Kerja sama Bilateral DPR RI – Parlemen Perancis 

mengadakan rapat internal dalam rangka pembahasan 

program kerja GKSB DPR RI – Parlemen Perancis 

(13/01/2023). 

 

Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Perancis, Dr. Hetifah 

Sjaifudian (F-PG) memimpin rapat internal untuk 

membahas program kerja GKSB DPR RI ke Perancis. 

Pekan depan akan ada kunjungan Anggota Senat 

Perancis yang akan diterima oleh GKSB DPR RI – 

Parlemen Perancis.  

 

Untuk mendapatkan informasi pending matters serta 

masukan terkait perkembangan hubungan bilateral 

antara Perancis dan Indonesia, GKSB merencanakan 

untuk mengadakan pertemuan dengan Dubes Perancis 
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di Kedutaan Besar Perancis Jakarta dan juga akan 

mengundang Kementerian Luar Negeri dalam masa 

persidangan III ini. 

 

Beberapa delegasi dari Perancis telah melakukan 

kunjungan ke Indonesia, antara lain pada tahun 2019, 

kunjungan Parlemen Perancis ke Gedung DPR RI 

diterima oleh Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, 

Ketua dan Anggota BKSAP DPR RI disusul dengan 

pertemuan Delegasi Komisi Luar Negeri, Pertahanan 

dan Angkatan Bersenjata Senat Perancis yang diterima 

oleh Pimpinan BKSAP dan Anggota GKSB DPR RI - 

Parlemen Perancis pada bulan September 2022.  

 

Diharapkan pada tahun ini akan terlaksana 

kunjungan dari GKSB DPR RI – Parlemen Perancis ke 

Perancis sebagai kunjungan balasan untuk 

meningkatkan kerja sama diantara kedua parlemen. 

 

Turut hadir dalam rapat tersebut Anggota GKSB DPR 

RI – Parlemen Perancis, Gilang Dhielafararez, (F – 

PDIP) secara fisik dan juga hadir secara virtual Dr. 

Azikin Solthan (F-PGerindra) dan Acep Adang Ruhiyat 

(F-PKB). 

4. KSI - BKSAP Ketua BKSAP DPR RI 
menghadiri pertemuan 

Executive Committee The 

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR 

RI Dr. Fadli Zon (F-Gerindra) sebagai kapasitasnya 

Wakil Presiden the Executive Committee of The League 
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League of 
Parliamentarians for Al 

Quds (LP4Q) tanggal 15 
Januari 2023. 

of Parliamentarians For Al Quds (LP4Q) ikut menghadiri 

pertemuan Executive Committee (EXCOM) LP4Q secara 

daring dari Istanbul, Turki, Minggu (15/1/2023). 

Pertemuan tersebut dihadiri Presiden LP4Q Hameed 

Alahmar dan para anggota EXCOM dari berbagai 

negara.  

 

Dalam pernyataan tertulisnya politisi Gerindra 

tersebut mendorong LP4Q mengambil langkah-langkah 

konkrit untuk mendukung pelaksanaan Resolusi PBB 

tentang aktivitas Israel di wilayah Pendudukan 

Palestina, termasuk di Yerusalem Timur.  

 

Dorongan tersebut dimaksudkan agar Israel mematuhi 

dari setiap parameter intrenasional yang sudah 

ditetapkan dan disepakati terkait konflik Palestina-

Israel. 

5. KSB - BKSAP Diskusi dengan tema 
“Kinerja Diplomasi 

Indonesia tahun 2022 
dan Refleksi Diplomasi 

Indonesia Tahun 2023” 
dengan Kemlu RI 
tanggal 16 Januari 

2023. 

BKSAP DPR RI dan Kemlu RI melaksanakan Forum 

Group Discussion dengan tema : "Kinerja Diplomasi 

Indonesia : Catatan BKSAP dan Paparan Kemlu RI 

tentang Proyeksi Diplomasi Indonesia Tahun 2023" 

pada Senin 16 Januari 2023. 

 

Forum diskusi ini berfokus pada pembahasan 

mengenai Kinerja Diplomasi Indonesia pada tahun 

2022, termasuk berbagai kiprah BKSAP di berbagai 

forum internasional dan juga Proyeksi Diplomasi 
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Indonesia selama tahun 2023 terutama terkait 

keketuaan Indonesia untuk ASEAN dan juga persiapan 

DPR RI yang akan menjadi tuan rumah Sidang AIPA 

2023. 

 

BKSAP DPR RI dan Kemlu RI saling bertukar 

pandangan pada sesi diskusi dalam menangani isu-isu 

internasional dari sisi eksekutif dan legislatif, terutama 

dalam mengoptimalkan upaya diplomasi untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 

2023. 

 

Forum diskusi yang telah menjadi agenda tahunan 

BKSAP, dapat menjadi acuan untuk  BKSAP DPR RI 

dan Kemlu RI kedepannya semakin aktif bersinergi 

dalam menjalankan diplomasi Indonesia. 

6. KSB - BKSAP Rapat Internal GKSB 
Spanyol tanggal 17 

Januari 2023. 

Grup Kerja sama Bilateral DPR RI – Parlemen Spanyol 

mengadakan rapat internal dalam rangka pembahasan 

program kerja dan rencana kunjungan GKSB DPR RI – 

Parlemen Spanyol (17/01/2023). 

 

Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Spayol, Andi Yuliani 

Paris (F-PAN) memimpin rapat internal untuk 

membahas program kerja GKSB DPR RI ke Spanyol. 

Delegasi berencana untuk mengadakan pertemuan 

dengan Ketua/Wakil Ketua Parlemen Spanyol, 

pertemuan dengan The Ministry for the Ecological 
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Transisition and The Demographic Challenge (MITECO), 

pertemuan dengan perusahaan Energi Spanyol serta 

pertemuan dengan KBRI Madrid dan 

Pelajar/Mahasiswa Indonesia. 

 

Rencananya kunjungan akan diadakan pada bulan 

Mei tahun ini. Kunjungan GKSB bertujuan untuk 

meningkatkan hubungan bilateral antara kedua 

negara melalui kerangka kerja sama antar-parlemen. 

7. KSB - BKSAP Courtesy Call Ketua 
BKSAP DPR RI dengan 

Duta Besar Belanda 
tanggal 17 Januari 

2023. 

Ketua Badan Kerja sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR 

RI Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) menerima kunjungan 

dari Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, 

Timor Leste, dan ASEAN H.E Lambertus Christian 

Grijns di Fadli Zon Library, Jakarta (17/01/23). 

 

Pertemuan tersebut membahas berbagai topik mulai 

dari politik Indonesia, kebudayaan, kerja sama 

bilateral, diplomasi parlemen, situasi perang Rusia-

Ukraina, hingga isu-isu sosial terkini seperti 

digitalisasi dan perubahan iklim. 

 

Ketua BKSAP menyampaikan kondisi terkini politik 

Indonesia dan peran DPR sebagai pilar demokrasi. 

 

Selanjutnya, mengenai perang Rusia-Ukraina, Ketua 

BKSAP juga menyampaikan berbagai upaya yang 

dilakukan DPR RI melalui keterlibatan sebagai anggota 
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IPU Task Force on Russia-Ukraine perwakilan Asia 

Pasifik.  

 

Menurutnya, diplomasi parlemen bisa menjadi 

alternatif penyelesaian konflik. Keberadaan Task Force 

diterima oleh kedua belah pihak dan ini menjadi 

indikasi positif untuk menciptakan perdamaian 

melalui dialog. 

 

Dalam pertemuan itu, kerekatan sejarah Indonesia-

Belanda juga menjadi pokok bahasan mengingat 

kedua negara memiliki akar hubungan yang kuat. 

8. KSB - BKSAP Courtesy Call Ketua 
BKSAP DPR RI dengan 

Duta Besar Republik 
Islam Iran tanggal 17 

Januari 2023. 

Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon menerima 
kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia H.E. 

Mohammad Azad di Fadli Zon Library (17/01/2023). 
 

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal 
terkait perkembangan hubungan bilateral kedua 

negara, termasuk berbagai upaya untuk peningkatan 
kerja sama antar parlemen.  

 
Disampaikan oleh Ketua BKSAP bahwa Iran dan 

Indonesia telah menjalin hubungan yang baik dalam 
berbagai forum parlemen, kedua parlemen juga aktif 

bekerja sama dan saling dukung, baik dalam forum 
PUIC, IPU, maupun APA. 

 
Dubes juga menambahkan bahwa dari sisi bilateral 

juga kedua parlemen cukup aktif dan telah melakukan 
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saling kunjung. Tahun lalu tercatat Parlemen Iran 
menghadiri sidang IPU di Bali dan delegasi dari DPR RI 

juga telah berkunjung ke Iran yang dipimpin oleh 
Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel dan juga delegasi 

Grup Persahabatan Indonesia – Iran yang dipimpin 
Nihayatul Wafiroh. Diharapkan Ketua DPR RI dapat 

menjadwalkan kunjungan ke Iran. 
 

Ihwal situasi di Iran, Azad menegaskan bahwa Iran 
saat ini aman dan terkendali termasuk lantaran 

insiden Mahsa Amini. Terkait hal itu, Azad kemudian 
menyerahkan penjelasan tertulis terkait peristiwa 

tersebut.  
 

Pada sisi lain, Fadli mendorong peningkatan kontak 
antar masyarakat (P2P) dan kerja sama sektor seni 

dan budaya, termasuk pembuatan film bersama dan 
gagasan perhelatan festival film Iran di Indonesia. 

Disebutkan pula urgensi peningkatan kerja sama 
sektor pariwisata. 

 
Hal lain yang mengemuka dalam diskusi antara lain 

terkait isu normalisasi hubungan dengan Israel, 
dimana mantan Wakil Ketua DPR RI itu 

menyampaikan bahwa Indonesia tetap berpegang 
teguh bahwa kemerdekaan Palestina adalah mutlak, 

sehingga tidak akan ada normalisasi hubungan 
dengan Israel apabila Palestina belum merdeka. 

 
Selain itu juga dibahas terkait keinginan Iran untuk 

bisa membuka penerbangan langsung dari Iran ke 
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Jakarta dan Bali. Karena dengan berbagai negara 
tetangga Indonesia sudah, namun sampai saat ini 

pihak Indonesia belum memberikan izin tersebut. 

Pembukaan direct flight ini tentunya akan mendukung 

peningkatan people to people contact diantara kedua 
negara. 

9. KSB - BKSAP GKSB DPR RI – 

Parlemen Perancis 
menerima Delegasi 

Senat Perancis tanggal 
18 Januari 2023. 

Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Perancis Dr.Ir.Hetifah 

Sjaifudian MPP (F-PG) menerima kunjungan Anggota 

Senat Perancis, Hon. Mr. Damien Regnard di Gedung 

Nusantara III, DPR RI pada Rabu (18/1/2023). 

 

Dalam pertemuan ini, Ketua GKSB dan Senator 

Perancis membahas mengenai berbagai upaya 

penguatan kerja sama bilateral antar dua negara 

dalam berbagai bidang, khususnya hubungan antar 

parlemen. Senat Perancis juga turut menyampaikan 

ucapan selamat kepada Indonesia atas kesuksesan 

dalam penyelenggaran KTT P20 pada tahun 2022, dan 

berharap keketuaan Indonesia selama ASEAN tahun 

ini bisa berjalan dengan baik. 

 

Sejumlah kerja sama sektor prioritas yang menjadi 

pembahasan diantaranya, bidang keamanan dan 

militer, pendidikan, dan olahraga. Parlemen Indonesia 

dan Perancis sama-sama mendukung percepatan 

negosiasi perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif 

(CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, sehingga 
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dapat mendatangkan peluang investasi di masa 

mendatang.  

 

Senator Perancis juga menyatakan bahwa pihaknya 

sangat mengapresiasi keikutsertaan Indonesia dalam 

upaya perdamaian di PBB. Selain itu, senat perancis 

berkomitmen untuk menjalin Kerja sama lebih lanjut 

dan mendorong percepatan kesepakatan kerja sama 

ekonomi, serta mendukung kontribusi pemuda 

Indonesia dalam memeriahkan Olimpiade yang akan 

dilaksanakan di Paris pada tahun 2024 mendatang. 

Dengan adanya Grup Kerja sama Bilateral dengan 

Perancis dapat menjadi upaya yang baik untuk 

mewujudkan diplomasi parlemen yang lebih efektif. 

 

Pertemuan juga dihadiri oleh Anggota GKSB DPR RI – 

Parlemen Perancis Dr. Azikin Solthan (F-PGerindra) 

dan Anggota Komisi I DPR Rizki Aulia Rahman 

Natakusumah (F-PD). 

10. KSB – BKSAP Wakil Ketua BKSAP DPR 

RI dan GKSB DPR RI – 
Parlemen Korsel 

mendampingi Ketua 
DPR RI menerima 

delegasi Ketua Parlemen 
Korea Selatan tanggal 19 

Januari 2023. 

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan 

Ketua Majelis Nasional (Parlemen) Republik Korea 

(Speaker of National Assembly of Republic of Korea) Kim 

Jin-Pyo dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI 

Lodewijk F. Paulus (F.PG),  Wakil Ketua BKSAP Gilang 

Dhielafararez (F.PDIP), Ketua GKSB DPR RI – Parlemen 

Korsel Edward Tannur (F.PKB) serta Anggota DPR RI 
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Vanda Sarundajang (F.PDIP) dan Ratih Megasari 

Singkarru (FP.Nasdem). 

 

Ketua DPR RI berharap kunjungan resmi delegasi 

Parlemen Korea Selatan ke DPR RI semakin 

memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan 

Korea Selatan, khususnya antar parlemen. 

 

“Peringatan 50 (lima puluh) tahun hubungan 

diplomatik ini harus menjadi momentum bagi 

peningkatan hubungan Indonesia-Korea di masa 

depan. Dalam peringatan ini, kita dapat melakukan 

serangkaian kegiatan di Indonesia dan Korea yang 

melibatkan berbagai elemen masyarakat,” ujar Puan 

Maharani. 

 

Perlu diketahui, peringatan 50 tahun hubungan 

Indonesia-Korea Selatan perlu dimaknai dengan kerja 

sama konkret sekaligus bermanfaat bagi rakyat kedua 

negara terutama dengan telah mulai berlakunya 

perjanjian ekonomi Indonesia-Korea Comprehensive 

Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) sejak 1 

Januari 2023. 

11. KSR - BKSAP Executive Briefing 
Presidensi DPR RI di 

ASEAN Inter-
Parliamentary Assembly 

Badan Kerja Sama Antar Parlemen mengadakan acara 

Executive Briefing “Arti Strategis Keketuaan ASEAN 

2023 bagi Indonesia” pada Jumat (20/01/2023) di 

Ruang Abdul Muis Gedung Nusantara DPRI RI, 
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(AIPA) periode 2022 – 
2023 tanggal 20 Januari 

2023. 

Senayan Jakarta. Executive Briefing ini digelar untuk 

mempersiapkan ASEAN Inter Parliamentary Assembly 

(AIPA) yang akan dilaksanakan pada Agustus 2023. 

Indonesia telah secara resmi menerima estafet 

Keketuaan Asean Tahun 2023 dari Kamboja dan 

secara resmi DPR RI juga menjadi ketua forum 

parlemen ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 

2023. Dengan demikian DPR RI juga turut berperan 

serta dalam menyukseskan terselenggaranya 

pergelaran sidang KTT ASEAN di Indonesia nanti. 

 

Sejalan dengan hal tersebut BKSAP DPR RI 

mengadakan Executive Briefing bertajuk “Arti Strategis 

Keketuaan ASEAN bagi Indonesia”.  

 

Hadir dalam acara tersebut, Ketua BKSAP DPR RI, Dr. 

H. Fadli Zon (F-PGerindra), H.E. Ar. Siti 

Rozaimerivanty Dato Hai Abdul Rahman (Sekretaris 

Jenderal AIPA), Rolliansyah Soemirat (Direktur Kerja 

Sama Politik Keamanan ASEAN, Kemlu RI) dan Prof. 

dra. Evi Fitriani, M.A., PhD (Guru Besar Departemen 

Hubungan Internasional, FISIP Universitas Indonesia). 

 

Acara ini diselenggarakan dalam rangka 

mempersiapkan keketuaan DPR RI untuk Asean Inter-

Parliamentary Assembly atau (AIPA). 
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12. ABA - BKSAP BKSAP SDGs Day 
“Diplomasi Parlemen 

dalam Mendorong 
Stabilitas dan 

Ketahanan Pangan 
Global” dengan 

Pemerintah Kabupaten 
Bogor tanggal 21 

Januari 2023. 

Ketua BKSAP, Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. didampingi 
oleh Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana, 

M.B.A., Dr. H. Mardani Ali Sera, Ir. H. A. Hafisz Tohir 
dan anggota BKSAP Fadhlullah. Dalam sesi ini Fadli 

Zon memaparkan peran BKSAP dalam menjalankan 
diplomasi parlemen dan upaya pengarusutamaan 

tujuan-tujuan SDGs dalam program-program daerah.  
 

Dari diskusi yang dihadiri oleh Plt. Bupati Bogor, 
jajaran pemerintah dan DPRD Bogor, akademisi IPB 

dan tokoh masyarakat dan budaya didapatkan bahwa 
sinergi masyarakat, pemerintah desa dan daerah, 

akademisi dan mahasiswa, serta budaya diperlukan 
untuk mencapai ketahanan pangan.  

 
Forum diskusi berlangsung aktif dan akrab antara 

pimpinan BKSAP dan hadirin yang ada di ruangan. 
Banyak masukan untuk ketahanan pangan dari 

berbagai aspek dari segi akademis dan juga 
pendekatan budaya dan kearifan lokal. Diharapkan 

bahwa tercapainya ketahanan pangan bisa diikuti 
dengan pencapaian Kedaulatan Pangan bagi seluruh 

daerah di Indonesia. 

 

13. KSI - BKSAP Courtesy Call Ketua 
BKSAP DPR RI dengan 

Duta Besar Republik 
Aljazair tanggal 24 
Januari 2023. 

Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon dan Wakil Ketua 

BKSAP, Dr. Mardani Ali Sera, menerima kunjungan 
Duta Besar Aljazair untuk Indonesia H.E. Lahcene 

Kaid-Slimane, di Fadli Zon Library (24/01/2023). 
 

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal 
terkait perkembangan hubungan bilateral kedua 
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negara, termasuk berbagai upaya untuk peningkatan 
kerja sama antar parlemen. 

 
Adapun disampaikan bahwa delegasi DPR-RI siap 

untuk menghadiri sidang PUIC ke-17 di Kota Algier, 
Aljazair pada tanggal 26-30 Januari mendatang. Hal 

ini merupakan bukti komitmen resiprokal kedua 
negara yang telah berlangsung sejak Konferensi Asia-

Afrika pada tahun 1955. Selain itu, pembangunan 
monumen Sukarno pada 18 Juli 2020 lalu di pusat 

kota Algiers juga merupakan bukti dari hubungan erat 
kedua negara. 
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1 --- Rapat Intern tanggal 
10 Januari 2023. 

• Membahas Program Kerja MKD; 

• Membahas Perkara yang masuk. 
 

 

2 --- Paket Meeting di 
Wisma DPR RI Kopo - 

Jawa Barat tanggal 
13-15 Januari 2023. 

• Implikasi Putusan MKD DPR RI Terhadap 
Pelanggaran Etik Anggota DPR RI; 

• Keterlibatan MKD Dalam Penyusunan Regulasi. 

 

3 Provinsi Banten Kunjungan Kerja 
tanggal 17-19 
Januari 2023. 

Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Wewenang Mahkamah 
Kehormatan Dewan dan Tanda Nomor Kendaraan 
(khusus) Anggota DPR RI serta Hak Imunitas Wakil 

Rakyat. 

 

4 DPRD Provinsi 

Kalimantan 
Timur 

Menerima Audiensi 

tanggal 18 Januari 
2022.  

Konsultasi Terkait Tugas dan Fungsi Badan 

Kehormatan. 

 

5 --- Paket Meeting di 
Wisma DPR RI Kopo - 
Jawa Barat tanggal 

20 - 22 Januari 2023. 

• Tata cara dan Prosedur beracara di Mahkamah 
kehormatan Dewan DPR RI; 

• MKD Penjaga Etika dan Marwah DPR RI. 

 

6 DPRD Provinsi 

Jawa Barat 

Kunjungan Kerja 

tanggal 24-26 
Januari 2023. 

Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Wewenang Mahkamah 

Kehormatan Dewan dan Tanda Nomor Kendaraan 
(khusus) Anggota DPR RI serta Hak Imunitas Wakil 
Rakyat. 
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1. Rapat Pimpinan, Rabu, 11 Januari 2023 

 
Agenda: Pembahasan Rancangan Jadwal 
Kegiatan BURT MS III Tahun Sidang 2022-

2023 

  

2. Rapat Intern, Rabu, 11 Januari 2023 

 
Agenda: Penetapan Rancangan Jadwal 
Kegiatan BURT MS III Tahun Sidang 2022-

2023 

  

3. Rapat BURT dengan Pimpinan AKD dan 

Setjen DPR RI, Kamis, 12 Januari 2023 
 
Agenda: Penyerahan DIPA AKD Tahun 2023 

  

4. Kunjungan Kerja Dalam Negeri: 
1. Denpasar, Bali, 13-15 Januari 2023. 

2. Jawa Barat, 16-18 Januari 2023. 
3. Batam, Kepulauan Riau, 19-22 

Januari 2023. 
4. Medan, Sumatera Utara, 23-26 

Januari 2023. 

 

Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka 
evaluasi pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan 
Keluarganya bertujuan untuk: 

1. Membangun komunikasi yang efektif 
dengan para pemangku kepentingan 
(stakeholders) mengenai pentingnya 

program Jamkestama, terutama untuk PT. 
Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider 

sebagai penyelenggara program 
Jamkestama khususnya bagi Anggota DPR 
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RI daerah pemilihan Papua beserta 

keluarganya. 
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi 

PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit 

provider dalam pelaksanaan program 
Jamkestama.  

3. Membangun pemahaman yang sama 
mengenai pentingnya pelayanan prima yang 
diberikan rumah sakit dalam memberikan 

layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI 
dan keluarganya, karena masih ditemui 
beberapa rumah sakit provider belum 

melaksanakan layanan jamkestama sesuai 
standar. 
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1. 
 

• Pemda Provinsi Nusa 
Tenggara Barat (NTB); 

• Kantor Perwakilan Bea 
Cukai wilayah Bali, NTB 

dan NTT  
 

Akuntabilitas 
Keuangan 

Negara. 
 

BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke 
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB),  selanjutnya 

melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah 
(Sekda) Provinsi NTB dan Kepala Kantor 
Perwakilan Bea Cukai Wilayah Bali, NTB dan 

NTT dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI 
terhadap LHP BPK RI terkait Cukai Hasil 
tembakau. 

Kunjungan 
Kerja, 

dilaksanakan 
pada tanggal 12 
s.d. 14 Januari 

2023. 
 

2. Direktorat Jenderal Bea 
Cukai Kementerian 

Keuangan RI. 
 

Akuntabilitas 
Keuangan 

Negara. 
 

BAKN DPR RI melakukan Paket Meeting,  
selanjutnya melakukan pertemuan dengan 

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna 
Jasa Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI. 
Dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI 
terhadap LHP BPK RI terkait terkait Cukai Hasil 
Tembakau. 

Paket Meeting 
dilaksanakan 

pada tanggal 16 
s.d 17 Januari 

2023. 
 

3. • Kantor Perwakilan Bea 
Cukai Provinsi Jawa 
Barat   

• Kantor BPK Perwakilan 
Provinsi Jawa Barat 

Akuntabilitas 
Keuangan 

Negara. 
 

BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke 
Provinsi Jawa Barat,  selanjutnya melakukan 

pertemuan dengan Kepala Kantor Perwakilan Bea 
Cukai Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kantor 
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam 

rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP 
BPK RI terkait Cukai Hasil tembakau. 

Kunjungan 
Kerja, 

dilaksanakan 
pada tanggal 22 
s.d. 24 Januari 

2023. 
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1. 

 
 

Rapat Panja RUU 

tentang LANDAS 
KONTINEN 
 

Pembahasan Substansi RUU tentang Landas Kontinen 

(substansi ketentuan pidana). 
 

Rabu s.d. Kamis,  11 s.d. 

13  Januari 2023. 

2. 
 
 

Rabu s.d. Jumat 18 s.d. 
20 Januari 2023. 

 

 
***** 


